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BUPATI KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu
adanya perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan
partisipatif sebagai dokumen induk yang memberikan
arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia
usaha dan masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf b
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program
Kerja Kepala Daerah yang perlu dirumuskan dan
dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2012 - 2017 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Takalar
Tahun 2012 - 2017;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan (
Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);

12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang
RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2008-2013;

13. Peraturan Daerah  Kabupaten  Takalar  Nomor 01
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 - 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Takalar.

7. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Takalar.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya
disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan
Kabupaten Takalar tahun 2012 - 2017 yang merupakan dokumen
perencanaan secara garis besar dan memuat Visi, Misi, dan program
Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Takalar periode 2012 -
2017 .

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Takalar untuk periode 1
(satu) tahun.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
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Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk periode 5
(lima) tahun.

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat RENJA-
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.

13. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Takalar.

14. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah
pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Takalar kepada DPRD
Kabupaten Takalar atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama
1 (satu) tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Takalar berdasarkan tolok ukur
RENSTRA (RPJMD) Bupati Kabupaten Takalar.

15. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah pertanggungjawaban
Bupati Kabupaten Takalar kepada DPRD Kabupaten Takalar atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Bupati
Kabupaten Takalar berdasarkan tolok ukur RENSTRA (RPJMD)
Kabupaten Takalar Tahun 2012 - 2017 .

16. Visi Kabupaten Takalar adalah “Takalar Terdepan Dalam Pelayanan
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Bertaqwa”

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 2

Untuk  dapat memperoleh kebulatan pemahaman yang menyeluruh tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Takalar Tahun 2012 - 2017 , maka Sistematika Penulisan disusun sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA
PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III
ISI SERTA URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Isi serta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termuat dalam Naskah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 - 2017 dan

tercantum sebagai Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten

Takalar Tahun 2012 - 2017 merupakan pedoman pelaksanaan

pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus

sebagai landasan pokok bagi penyusunan program dan kegiatan

pembangunan daerah dalam bentuk RKPD, RENSTRA SKPD, dan RENJA

SKPD.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pegundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Takalar.

Ditetapkan  di Takalar
pada tanggal, 15 Juni 2013

BUPATI KABUPATEN TAKALAR,

Dr. H. Burhanuddin Baharuddin. SE.,M.Si

Diundangkan  di Takalar
pada tanggal, 15 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. Nirwan, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2013 NOMOR 03
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN  2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN  JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 - 2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Daerah
Kabupaten Takalar 2012 - 2017 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keseluruhan dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Takalar yang disusun sebagai acuan pokok bagi
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, khususnya dalam menentukan program dan kegiatan
tahunan serta indikator program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
secara terencana dan bertahap.
Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Takalar perlu adanya dasar hukum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2012 - 2017 yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Takalar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2013
NOMOR  ………………………………….
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BUPATI KABUPATEN TAKALAR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2013
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